
酸鉉酄鍣

膘=腽,.=?

wALI Ko鉰s韊BOLGA

pRovrNsl SUMATERA UTARA

pBRATURAN wA蝕 Ko蹍slBo陑A

NOMOR io蹍HUN 2022

TEN闣G

蹍蹍cARA pENG韊s韊AN 膫ABA蹍N p韊MplNAN T轤NGGI pRA鉰MA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

wAH Ko蹍s郩BO芵GA,

bahwa dalan rangka memberikan kejelasan terhadap

pelaks鋛aan pengisian jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Refomasi
Birokrasi Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan

Pinpinan TingS Secara Terbuka dan Kompeti骬di Lingkungan

lnst詣si鉞me趌ntah, per韊u untuk mene鏔pk鋛Peratur詣W貌i

Kota tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi

釅at詣a;

1¥ Und詣g-Und鋛g Nomor腀8腀鉞腀蹍un 1956腀tent鋛g

Pembentukan Daerah Otonom Kota Be醪Dalan Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

lndonesia Talun 1956腀Nomor腀59, Tanbahan Lembaran

Negara Repu蹍k hdonesia No蹍or 1 092) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Taliun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor腀5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah

te韖khir dengan Und鋛g-Unda蹍g Nomor 11躰hun腀2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun腀2020腀Nomor腀292, Tambahan I.embaran Negara

Repub躓lndonesia Nomor 6573) ;

4. Peraturan pemerintah Nomor腀46腀Tahun腀2011 tentang

Penilaian Prestasi Kelja Pegawai Negeri Sipil (I,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun腀2011 Nomor 121,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5258);

5.Pe菁苨见銲n_..



5¥ Peratur鋛腀Peme趌ntah Nomor 18腀Tahun腀2016腀tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun腀2016腀Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republ铡Indonesia Nomor 5887) sebagaima蹍a te韊ah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Pembah鋛Atas Peraturan Peme趌ntah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
韊ndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambah鋛Lemba轤an

Negam Republik Indonesia Nomor 6402腲 ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun腀2017腀tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Ilembaran Negara Republik
lndonesia Tahun腀2017腀Nomor腀63, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebaga迣mana telah

diubah deng鋛Peraturan Peme趌ntah Nomor 17 Tahun 2020

tentang腀覤膎mbah賏腀Atas Peratur賏腀Peme邳ntah Nomor 11

Tahun腀2017腀tentang Manajemen Pegawal Negeri Sipil

(Ifmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6477);

7¥ Peratur賏Menteh Pembe貌ayaan Ap賏atur Neg鋛a dan

Refomasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian
Jabatan Pimpinan T貌ggi Secam Terbuka d鋛Kompe鞳雧f di

趌ngkung鋛腀闩nstansi腀鉞mehntah (Be趌ta Neg鋛a Repub貌k

轤ndonesia Tahun 20 19 Nomor 835);

8. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pembentukan Peran8kat Daerah Kota Sibolga (Lembaran

Daerah Kota Sibolga Ta貌un腀2017腀Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 12);

MEMUTus鉰N :

pERATURAN wA芵I Ko蹍腀TENTANG腀蹍鉰腀cARA pENG轤slAN

JABATAN PIMP轤NAN T轤NGGI PRATAMA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas貌1

Dalam Peraturan W镚i Kota ini yang dimaksud dengan :

I ¥ Daerah ad镚ah Kota sibolga.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur

penyelen鏤賏a鋛腀Pemehn鏔han Daerah yang memimpin

pelaks賊aan ums襡peme邳ntah鋛yang me诐adi kewenangan

daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.

5. frotH腦nsi腦...



5. Hovinsi adalah诈苨vinsi Sumate¢a Utara.

6. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Utara.

7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD

adalah BKD Kota Sibolga.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

prof芲si ba鎤腀pegawai nege趌腀sipil dan pegawai pemehntah

dengan peljanjian kerja yang bekelja pada instansi

pcme邳ntah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut

Pegawal ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

peme邳ntah deng鋛腀pe諱a觏ian ke轤ja yang di詣gkat oleh

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas da]am suatu

jabatan peme邳ntahan atau diserahi tugas negara lainnya din

di gaji berdas趮kan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Nege邳Sipil yang sela观u貌ya disingkat PNS adalah

warga nega轤a Indonesia yang memenuhi syarat te趌entu,

diangkat sebagal Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

Pemb貌a kepegawaian untuk mendudu鏸腀腀jabatan

pemerintahan.

1 1. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghas醘len

Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika

pro諫si, bebas da邳腀貌te蝗ensi po郆tk, bersih da趌腀prakt铹

korupsi, kolusi, d鋛nepo雧sme.

12. Jabatan Pinpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT

ad貌ah sekelompok jabatan t道辏i pada貌stansi peme邳ntah

13. Pejabat Pimpinan Ting青adalah Pegawai ASN yang menduduki

JPF.

14. Jabatan鉰ngsion酤ad資ah seke膛膛mpok jabat詣y鋛g be邳si

邿ngsi dan tugas berkaitan deng賏pelayanan诣轤ngsion镚y賏g

berdasa轤kan pada keahlian dan keteramp蝕an te趌entu.

15.Badan Pe趌imbangan Jabatan din腀Kepangkatan yang

selanjutnya disebut dengan Bapeljakat adalah badan yang

dibentuk pada Daerah untuk me观amin ku貌itas dan

objektifitas dalam pengangkatan,腀peminda貌an,腀dan

pemberhen道跗PNS d貌am dan dad JPT prata蹍a kebawah.

16. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK

ad貌ah p鏵abat yang mempunyai kewenangan menetapkan

pengangkatan, pemindahan, dan pcmberhen道跗Pegawai ASN

dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai

dengan ketentuan pemndang-und鋛gan.

17. Pejabat yang Bervenang yang selanjutnya disingkat ftyB

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melakcanakan

proses pengangkatan, pem貌dahan, dan pemberhen道an

Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peratu轤an pemndang-

undangan.

18. Komisi ASN yang sela观u貌ya dis貌gkat酄sN adalah lembaga

nonst¢u鏸ur貌y賏g m賏di趌d詣bebas da蹾貌te蝗ensi po鏸苰k.

19. Seleksi Terbuka ad貌ah p銲ses pcm道貌鋛yang diumumkan

secara luas melalui media cetak nasion貌d鋛/atau media

elektronik bagi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat

dalan Jabatan Pimpinan Tinggi.

20.P諱nj讣腦a...



20. Panitia Seleksi selanjutnya disingkat Pansel adalah panitia

y鋛g腀貌bentuk P鏵abat Pemb貌a Kepegawa迣賏腀untuk

melaks詣ak賏Seleksi ltrbuka.

21. Sekretariat Pansel adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian untuk membantu tugas Pansel.

22¥ Assessment Cen鏹膎 ad镚ah metodc terstandar yang d酧akukan

untuk men酧a覤/mengukur kompetensi dan pred骬si

keberhasilan PNS dalam suatu Jabatan dengan

men郛unakan alat ukur psikotest, kuisioner k膋mpetensi, dan

wawancara kompetensi berda靁rkan persyaratan kompetensi

Jabat鋛腀Hmpinnan腀躲nggi dan d鏸akukan oleh beberapa

assessor.

23¥Mutasi ad詭ah pemindahan pegawai da趌腀satu Jabatan

Pimpinan Tinggi ke Jabatan Pimpinan Tinggi lain.



BAB轤V

膫pr PRATAMA

Pasal6

(1) JPT Pratama Daerah adalah merupakan jabatan tinggi pada
inst賏si I膎mehn鏔h Daerah setara eselon闩轤.

(2) JPT Pratana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melipu道:

a. J雥腀pmtama setam jabatan esclon腀韊I¥a, yang me蝕pu諊

Se鏸etahs Dae韖h; dan

b. J雥p轤a貌a set鋛a jabatan eselon轤I腖b, yang melipu遆:

1) Asisten pada Sekretahat Daerah;

2) StafAh蝕W镚i Ko鏔;

3) Inspektur;

4) Sekretaris Dewan Pervakilan Rakyat Daerah;

5) Kep貌a Dinas;

6) Kep貌a Badan;

7) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan

8) Direktur Rumah Sak腽t Umum di lingkungan Daerah.

£鍇豒膉al鞠



Bagian Kedua

Pengukuh資

Para諏¥af I

Umum

Pas貌8

( 1) Dalan hal Pejabat Pinpinan Tinggi Pratama telah memegang
J雥pratama setingkat dengan J雥pratama yang akan diisi

serta telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi

jabatan, pengisian JP镸腀prat詣a d蝕akukan melalui

pengu kuh鋛.

(2) Dal詣hal JPT釅at詣a mem蹍d nomen酚atu¢, tugas, dan

邿ngsi y鋛g masih s鋛a, a苊u y詣g nomen酚atumya be蝖bah,

tetapi tugas d鋛貌ngs貌ya ddak meng镚ami pembahan yang

signifikan, maka Pejabat P貌pinan Tinggi pratana dalam J雥

pratana tersebut dapat dikukuhkan untuk diangkat dan
dil賏遆k kemb酥i d貌am jabat賏tersebut.

(3) Dalan hal JPT Pratana mengalami perubalian karena dipecah
kedalam beberapa J雥lain, mah Pejabat Pinpinan Tinggi

pratana sebelumnya yang sesuai kualifhasi dan kompetensi
dapat dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam

salah satu JPT pratama yang paling sesuai.

(4) Dalam hal terdapat JPT FTatana yang digabung, maka salah
satu Pejabat P貌pinan Tinggi Pratana yang paling sesuai

ku賏i镒腹asi dan kompetensinya dapat dikukuhkan untuk

di鋛gkat d詣d鏸an譔k ke貌b貌i pada J雥釅atama barn hasi轤

penggabungan.

Paragraf 2

Tata Ca轤a Pengukuh鋛

Pas貌9

(1) Pengisian JPT Pratama dengan pengukuhan dilakukan
me貌ui mek鋛isme pe趌imbangan dan Bape諱akat din

rekomendasi da邳KASN.

(2) Pengukuhan JFT Pratana sebagajmana dimaksud pada ayat

( i) dite鏔pk詣oleh PPK.

(3) Penetapan pengukuhan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada

閥sN.

P諱钨g¢qf3...



Para遥af 3

Syarat Pengukuhan

Pasal10

Untuk dapat dikukuhkan sebagai Pejabat Thpinan Tinggi
Pratama, harus dipenuhi syarat-syarat sebagal berikut :

a. sedang蹍endudu鏸JPT pratama;

b. memenuhi khteria sebagainana dimaksud dalan Pasal 8;

c. sehatjasmani dan roh詣i;

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

e. ditetapkan oleh PPK; dan

f. mendapat rekomendasi da趌KASN¥

Bagian Ke道ga

Uji Kesesuaian

Paragraf 1

Umum

Pasal11

( 1) Pengisian J雥Pratama melalui uji kesesuaian dilakukan bagi

P鏵abat Hmp貌an T轤软pratama yang道dak mendapa镇蹍

jabatan a鍜bat ada蹍ya penggabungan, penumn賏腀status

kelembagaan/unit kelja, atau karena urus鋛腀dan

kewenangamya beralih ke pemerintah yang lebih tinggi.

(2) Pejabat Thpinan Tinggi Pratana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mengikuti uji kesesuaian untuk mengisi
JPT prata蹍a yang lowong¥

Paragraf 2

T镮ta Ca韖Uji Kesesua迣蹍

Pasal12

(1) Pengisian JPT Pratama dengan uji kesesuaian dilak训nakan

mel镚ui mekanisme ev賏uasi kesesuaian ku貌隐骬asi,

kompetensi, dan鎵ne轤ja yang d软貌ukan oleh Tim ev镚uasi/tim

penilai kinelja.

(2) Tim evaluasi/tin penilai kinelja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah

berk膛膛rd貌asi dengan賊sN.

P顉苢g¢隐f3...



Pamgraf 3

Thgas Tim Evaluasi/Tin Penilai Kinelja

Pasal13

躲m Ev貌uasi/Tim Penilai K貌e轤ja sebagaim鋛a dimaksud d貌am

Pasal 12 mempunyai tugas, yaitu :

a. melakukan pembahasan ev貌uasi keselumhan d镚am醥gka

pengukuh鋛,腀peng詣gkatan,腀pemindahan,腀dan/atau

pemberhen道an P鏵abat Pimpinan T貌郛i Hatama berdasarkan

Peraturan Pemndang-undangan yang bc貌aku ;

b. melakukan ev镚uasi观i kesesuaian kua貌kasi, kompetensi,

dan kinelja;

c. meminta klarifikasi hasil tes kompetensi kepada assessor yang

melaksanakan tes kompetensi apab蹍a dipandang pe趌u;

d. melakukan wawancara apabila dipandang perlu;

e. membuat be趌ta acara dan laporan basil pelaks賊aan ev镚uasi

诐i kesesuaian JP銚; din

f. menyanpaikan hasil uji kesesuaian kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian.

Paragraf 4

Syarat Uji Kesesuaian

Pasal14

让i kesesuaian kompetensi, kual袟kasi, dan鍜ne轤ja oleh PPK bagi

Pejabat ELpinan Tinggi Pratana yang memenuhi syarat-syarat
sebagal berikut :

a. memenuhi k邳teha scbagaim賏a dimaksud d貌am Pasal 11

ayat(1);

b. telah mengikuti tes kompetensi;

c. sehatjasmani dan rohani;

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

e. dite鏔pkan oleh PPK; dan

鞠腀mendapat rekomendasi da邳KASN.



Bagian Keempat

Mutasi

Paragraf 1

Umum

Pasal15

P鏵abat Pemb貌a Kepegawai詣melakukan pengisi詣JPT釅atama

yang lowong melalui mekanisme Mutasi y詣g d蹍akukan oleh

Pansel Mutasi.

Paragraf 2

Tata Cara Pengisian JPT Pratama Melalui Mekanisme Mutasi

Pas镮l16

(1) Pengisian JPT pratana melalui mekanisme Mutasi dilakukan
oleh P賏sel yang be趌ugas melakuk鋛ev镚uasi kesesuaian

kompetensi pejabat tersebut dengan JPT Pratama yang akan

diduduki.

(2) P鋛sel sebagaim鋛a dimaksud pada ayat (1), dibentuk 膛膛eh

PPK setelah berk膛膛rdinasi dengan酄sN.

(3) Susunan Pansel terdiri dari 5 (lima) orang, meliputi:

a. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan

Pemehntah Kota Sibolga;

b¥ p鏵abat pimp貌an邳nggi dad lnstansi Pemehntah lam

yang te貌a迣t dengan bidang貌gas Jabatan yang lowong

kebutuhan kompetensi teknis te趌entu; dan

c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai

keahlian terkait jabatan yang akan diisi.

Paragraf 3

Tugas P鋛sel Mutasi

Pasal17

Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16腀ayat (3),

mempunyai tugas, yaitu:

a. melakukan evaluasi kesesuaian kompetensi Pejabat

Pimpinan Tinggi Pratama dengan jabatan yang akan

didudu袸;

b¥ menyusun鏔ta cara pelaks鋛aan mu鏔si;

c. melakukan pembahasan mutasi atas hasil evaluasi dari PPK;

d¥ mem貌ta銲a袟kasi kepada asses膇r yang melaks資akan tes

kompetensi dalan hal Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang

bercangkutan telah mengikuti tes kompetensi;

e. melakukan pemba貌asan penilaian kinelja;

fme苋限见n...



I. melakukan wawancara;

9. menyanpaikan hasil pembahasrm mutasi kepada PPK; dan

h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil mutasi JPT

P¢ata郩na setara esselon I轤.b.

Pasi趌18

(1) Panse轤腀d镚am melaks賊akan tugasnya dapat dib賏tu oleh

sekretahat Pansel yang dibentuk oleh PPK setelah

berkoordinasi dengan KASN.

(2) Pembentukan Pansel sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
ditctapkan dcngan Keputus賊Wa蹾Kota.

(3) Susunan se貌ctahat Pansel荞melipu雧:

a. Kep貌a BKD sebagai ketua sc鏸eta邳at;

b. Anggota, yang terdi趌dah unsur:

1) Se貌etahs pada BKD;

2) Kep貌a Bidang pada BKD;

3) Kep詭a sub Bidang pada BKD;

4) Kep貌a Sub Ba青an pada BKD; dan

5) pelaks詣a sub bidang pengembang賏腀kaher dan

mutasi jabatan pada BKD.

Paragraf 4

Tugas Sekretariat Pansel Mutasi Pengisian JFTP

Pasal19

Sc貌etahat Pansel mempunyai tugas, yaitu:

a¥ menyiapkan dan memb醳蹒dukungan adminis鏹asi terhadap

pelaksana鋛mutasi ;

b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkalt dalan

pelaks賏aan mutasi ;

c. melaks鋛aka蹍腀seleksi adm貌istrasi c道on pese苋腀seleksi

mutasi;

d. menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Pansel dan

instansi terkait; dan

e. melak酧nakan evaluasi dan pelaporan hasil mutasi.

P顝nya/5...



Paragraf 5

Syarat Mutasi

Pas镚20

Untuk dapat mengikuti seleksi Mutasi, Pejabat Thpinan Tinggi
Pratama hams memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. PNS yang mendudu鏸J雥Prata蹍a p鏸ng sed趟it 2 (dua)

tahun;

b. telah mengikuti tes kompetensi;

c. sehatjasmani dan rohani;

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin;

e. ditetapkan oleh PPK;

I.腀mendapat rckomendasi da邳賊sN¥

Bagian Keli貌a

Seleksi Secara Terbuka dan Kompe誚苞f

Pasal21

( 1) Pengisian JPT pratama lowong dilakukan secara terbuka dan
kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat

kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan

latihan, jejak Jabatan dan integritas, serta persyaratan lain

y詣g dibutuhkan scsuai deng鋛腀ketentuan Peraturan

Pemndang-undangan.

(2) Pengisian JPT Pratama sebagainana dimaksud pada ayat (1)
dilaks資aka蹍腀oleh Pansel yang dibentuk oleh PPK dan

ditetapkan dengan Keputusan Wall Kota setelah
berk膛膛rdinasi dengan KASN¥

Paragraf 1

Tata Cara Seleksi Pengisian JPT prat-

Paragraf I

Umu蹍

Pas資22

Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan P貌pinan Tinggi

dilaks賊akan dengan mekanisme :

a. persiapan; dan

b. pelaks詣a賏¥

Pn菁qg¢躨f 2¥ ¥ ¥



Pa轤agraf 2

Persiapan

Pasal23

(1) Pengisian JFT secara terbuka dan kompetitif dilakukan untuk
mengisi jabatan yang lowong di lingkungan instansi

Peme邳ntah Daerah, dikarenakan P鏵abat Pimpin鋛腀躲nggi

pada貌st鋛si tersebut :

a, pensiun;

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan din;

d¥ d軥芤atuhi hukuman disipl貌遆n鋙at berat berupa penurunan

jabatan, pembebas賊jabatan, pemberhen賞an PNS腀賝dak

a鏔s pemintaan send邳d賏pemberhendan PNS dengan

蹤dak homat;

e. diangkat dalan jabatan lain;

f. diberhen鞳kan sementam da邳PNS;

g¥ diberhen雧kan karena雧dak mencapai鍜ne諱a;

h. ditugaskan secara penuh di luar JPT;

i¥ me邂道ani cu道di luar negara; atau

j. diberhentikan dari jabatan sebagai a蹻bat dari reorganisasi

dim鋛a yang bersangkutan腀道dak memi跗际腀kesesuaian

antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi.

(2) Pelaks賊aan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hams menyusun dokumen pcrenc鋛aan yang me鏸pu貌

a¥ penentuan J雥腀yang akan d邳si, terkait dengan mama

jabat鋛dan desk邳psi tugasnya yang ak鋛diisi/1owong;

b. kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing

jabatan yang akan diisi/lowong;

c. pembentukan P鋛sel;

d. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian J雥;

e¥ penentuan metode seleksi dan penyusunan mate趌seleksi;

f¥ penentuan sistem y鋛g digunakan pada se道ap tahapan

pengisian JPT;

g¥ konsep pengumuman pembuka鋛腀dan penehmaan

l賏aran; dan

h. instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada

閥sN sebagai bahan ev貌uasi din腀pene诐it詣腀surat

rekomendasi.
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(1) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c
dibentuk oleh PPK.

(2) Pansel yang dibentuk oleh PPK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdi趌atas unsur :

a. pejabat Pimpinan Tinggi terkait dari lingkungan Pemerintah
K腚鏺Sibolga;

b. Pejabat P貌pinan Tinggi dari instansi pemerintah lain yang

terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong

kebutuhan kompetensi teknis te賜entu;din

c. akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai

keahlian terkalt jabatan yang akan diisi.

d.untuk P賏sel da賜腀蹒tem镚腀hams mem骬酚腀kedudukan

paling rendah sama dari jabatan yang akan diisi.

e. khusus untuk JPT Sekretaris Daerah, Pansel dapat

diangkat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

f. Pa蹍sel be諱umlah gas賊yaitu p镚ing sedi酚t 5 (lima) orang

dan paling banyak腀9 (sembilan) orang, dengan

perbandingan anggota Pansel berasal dari internal paling
banyak 45% (e貌pat puluh lima pcrseratus/persen) ¥

9. Pansel melakcanakan seleksi dapat dibantu oleh tim penilai
kompetensi (assessor) yang independen, bersertifikat dan

memili鍜pengalaman di bidangnya.

h. Badan Kepegawaian Negara melakukan standardisasi

tcrhadap assesmen center腀貌stansi peme趌ntah dan

mene雧pkan lembaga se趌a asses膇r yang memenuhi

standar untuk melakukan asscsmcn.

i. Pansel mendiskusikan kembali/memantapkan standar

kompetensi jabatan yang lowong bersama PyB dan

asscss腳膽r.

j. dala蹍腀melaks賏ak詣腀tugasnya Pansel dibantu oleh

sekretariat yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang

membidangi urusrm kepegawaian.

k. Se貌etahat Panscl memi蹍tugas membehkan dukungan

adminis鏹at醘kepada Pansel.

(3) D镚am membentuk Pansel, PPK berk膛膛rdinasi dengan KASN¥

(4) K膛膛rd貌asi腀鉰sN sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

d蹍akuk賏腀dalam bentuk usulan susunan anggota Pansel

deng鋛melampirkan bioda鏔¥

(5) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pansel
sebagai蹍ana dimaksud pada ayat ( 1) , yaitu :

a, memili苊pengetahuan din/atau pengala蹍a蹍sesuai dengan

jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong;

b.memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian

kompetensi ;

c.讣腥dak...



c. tidak men]腥adi anggota/pengurus partai politik yang

dibuktikan dengan surat pemyataan bermaterai Rp

6.000,00 (enam趌bu mpiah);

d. ddak be銬otensi menimbulkan kon袼k kepen道ngan;

e. memiliki integritas, netrd, independen, dan menghindarkan

d邳da邳腀kon酧ik kepent貌gan dengan pemyataan pakta

貌teg趌tas; dan

f. menaati kode etik sebagai Pansel yang ditetapkan oleh

RASN.
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(6) Dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pengisian JPT

yang lowong sebagaimana dimaksud dalan Pasal 23 ayat (2)
Pansel mempunyal tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

b. menentuk賏me苟de se远eksi dan menyusun蹍ate邳seleksi;

c. menentukan sistem yang digunaka蹍pada sedap tahap賏

pen8lsl賏;

d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan

seleksi kompetensi ;

e. mengumumkan lowongan J雥dan persyaratan pelamaran;

f. melakuka蹍seleksi adm貌is鏹asi dan kompetensi; dan

g¥ menyusun dan menyampaik鋛laporan has蝕 seleksi kepada

PPK.

Para鏖af 3

Pelaksana賏

Pasal26

Pelaksanaan pengisian JPT untuk jabatan yang lowong adalah

sebagai berikut :

a. persyaratan untuk dapat diangkat dalan JPT Pratana di

l貌gkungan pemehntah Kota Sibolga, meHpu銈

1 ) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah saljana atau

diploma IV (empat) ;

2) mc蹍骬鍜kompetensi teknis, kompetensi manaje趌貌, dan

kompetensi腀膇sial kultur镚腀sesuai standar kompetensi

jabatan yang dite雧pkan;

3) memim peng資a蹍賏jabatan dala蹍bid鋛g tugas y鋛g

terkait dengan jabatan yang akan didudu鍜腀seca轤a

kumula道f paling sedi鎵t selama 5 (lima) tahun;

4) sedang atau pemah menduduki jabatan administrator atau

Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling sedikit 2

(dua) tahun;

5/me隑腦鍏a腦...



5) memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang

baik;

6) usia p骬ng道n詚i 56 (hma puluh enam) tahun; dan

7) sehatjasmani dan rohani;

b. Rekruitmen JFT prat-

1 ) Ketentuan dan persyaratan pengumuman

a) untuk mengisi lowongan J雥Pra貌a (Set鋛a Esselon 膛膛)

wajib diumumkan secara terbuka melalui media cetak

nasional dan/atau media elektronik (termasuk media on-

1ine/internet) dan dapat ditanbah pengumuman dalan

bentuk surat eda轤an melalui papan pcngumuman;

b) pengumuman dilakukan pula melalui portal nasional

seleksi J雥yang berada pada website Sistem Jabatan

遷mp貌an T貌ggi (S軥japd)酄sN;

c) pengumuman dilaks賏akan paling singkat 1 5 (lima belas)

hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan

la蹍aran ;

d) apabna pelamar belum memenuhi lebih da趌3 (諱ga)

orang, pengumuman dapat dipelpanjang paling banyak 2

(dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan

e) setelah 2 (dua) k镚i dipe賄a邂ang namun pela蹍ar hanya

beljumlah腀3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan

rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.

2) Dalam pengumum詣tersebut hams me蹍uat :

a) mama jaba鏔n yang lowong;

b) persyaratan administrasi, antara lain:

1.su轤at lamaran dibuat send譢腀oleh pelamar dan

bermateral ;

2.苟tokopi SK kep詣gkata蹍dan jabatan yang didudu鎵;

3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan

yang d酧a蹍ar;

4.苟tokopi Spr鏔hun terakh邂

5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2(dua) tahun

terakhir ;

6.邳wayat hidup (C蝙 1engkap; dan

7.苟tokopi芵HKASN/芵HKPN¥

c) kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang

jabatan yang lowong d賏stand鋛kompetcnsi jabatan

y鋛g lowon8;

d)persyaratan integritas yang dibuktikan dengan

penandatanganan pak鏔貌tc软貌s;

e) batas wa铤u penyampaian lanaran dan pengumpulan

kelengkapan adm貌is蹤asi ;

0 tahapan, jadw镚dan sistem seleksi;

g) alanat atau nomor telepon sekretariat Pansel yang dapat
d貌ubungi ;

Ii见rosedrr...



h) prosedur lain yang diperluk鋛;

i) pengalanan jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;

j) lamaran disanpaikan kepada Pansel; dan

k) pengumuman dit賏d鋛tangani oleh ketua Pansel.

3) Pengumuman lowongan jabatan

a) Untuok mengisi JPT pratama dilakukan secara terbuka

dan kompe邳銲pal貌g kur鋛g pada t貌gkat nasion関atau

antar kabupaten/kota dalan 1 (覷tu) provinsi; dan

b) Pengisian JPT pratana (setara esselonll) pemerintah Kota

Sibolga d鏸akuk鋛腀secara terbuka dan kompe邳雧f di

kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi,

kualifkasi, kepanBkatan, pendidikan dan latihan, rekam

jejak jabatan, dan integritas, serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesua鍹腀denga蹍腀ketentuan Pe襂turan

Pemndang-undangan.

c. Seleksi JPT pratama (setara esselon Il)

1) Pelamaran

a) pel-an pengisian JPT di覷mpaikan kepada Pansel;

b)pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus

d邳ekomendasikan腀膛膛eh P鏵abat Pembina Kepegawaian

instansi bagi J雥釅atama a苊s perset观uan PPK;

c) selain pelamaran yang d酧akukan PNS, p資ida seleksi

dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk

diikutsertakan di dalan seleksi;

d)d貌a蹍腀h镚腀p鋛i道a seleksi mcngundang PNS yang

memenuhi syarat untuk ikut dal詣seleksi, PNS y詣g

bers鋛gkut鋛ha醥s tetap mendapat轤ekomendasi dad

Pejabat Pembina Kepegawalan instansinya.

2) Pcnelusuran Rekam J鏵ak

a) penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui

ev镚uasi terhadap p轤苨镒腀pelamar untuk mel貌at

kesesuaian jabat鋛yang d道跗賏腀dan potensi d镚am

melaksanaka蹍tugas jabat鋛yang melipu銈

1. jabatan yang pemah dan sedang diduduki;

2. 1atar belakang pendid骬an苟蹍貌;

3¥ pendidikan dan pelat貌詣腀kepemi貌p貌鋛腀dan

te貌is/貌ngsion貌y詣g pemah di铡u軔

4. prestasi yang menonjol selana melaksanakan tugas;

dan

5.貌teg邳tas yang dimili鍜.

b) menyusun instmmen/k邳teha pen酧aian integ邳雧s sebagai

bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk

mengukur integritasnya;

c) apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan

klarifikasi dengan instansi terkalt;

d/me苋fukan...



d) melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kelja

te貌asuk kepada a鏔s詣, rekan s鏵awat, d鋛bawah鋛

dan lingkungan terkait lainnya;

e) menetapkan pejabat yang akan mela貌ukan penelusuran

rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki

kem賏puan d鋛pengetahuan teknis貌te跩en;

0 melakuk醳腀蹒i pub鏸k bagi jabatan yang dipandang

stmtegis jika diperluk詣.

d. Seleksi administrasi

1) penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang

mendukung persyaratan dilakuk鋛oleh se貌etahat P鋛sel;

2) penetapan p貌ing kurang 3 (蹤ga) c貌on P鏵abat Hmpin賏

Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk

mengikuti seleksi behkutnya untuk setiap 1 (譢tu)

膛膛wongan JPT;

3) dal詣h貌penetap賏m貌imal c酤on sebagai蹍ana tersebut

pada humf b tidak terpenuhi, maJ酣腀seleksi dapat

diperpa观鋛g p酥ing banyak 2 (dua) k镚i d鋛d酧akuk賏

setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi

資sN;

4) k趌te趌a persyarat賏adm貌is苞asi didasarkan a鏔s Peraturan

Pemnd賏g-undangan dan peraturan貌temal inst詣si y賏g

dite鏔pk賏oleh PPK masing-masing;

5) syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan

objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,

pendid铹an dan lat貌an, rekam j鏵ak jabat賏, dan貌teg邳雧s

serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang

akan diduduki;

6) bagi pengumuman pelanaran yang dilakukan secara online

蹍aka pengumum賏has蹍seleksi adm貌is鏹asi dapat pula

dilakuk鋛secara onHne;

7) pengumuman hasil seleksi di苊nda鏔ngani o韊eh Ketua

P鋛sel.

e. Seleksi Kompetensi M鋛邝je趌al dan Kompetensi Sosi镚

Kultural.

Dalan melakukan penilaian kompetensi mana]腦erial dan

sosial kultur镚dipe轤lukan metode :

1) untuk JPT Pratama, menggunakan metode assessment

center atau metode lainnya sesual kebutuhan masing-

mas貌g instansi;

2) untuk daerah yang belum dapat men雁unakan metode

assessmen center secara lengkap dapat men鋈让naka蹍

metode psikometri, wawancara kompetensi, anali詼kasus,

atau presentasi;

3) standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh

masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan dan

dapat dibantu oleh assessor;

4)鎵si-鍜si wawancara disiapkan oleh pani道a seleksi dan

dapat dibantu oleh assessor.

f seJekst腦...



I. Seleksi Kompetensi Bidang

1) Dalam melakukan penilaian kompetensi bidang dengan

Cara:

a) menggunakan metode tertulis dan wawancara atau/dan

metode lainnya;

b) standar kompetensi bidang disusun dan ditetapkan oleh

mas貌g-mas貌g instansi sesuai kebutuha蹍jabatan dan

dapat dib賏tu oleh assessor¥

2) Stand賏腀kompetensi貌邶jeh貌腀dan kompetensi bidang

dite鏔pkan oleh mas貌g-masing貌stansi mengacu pada

ketentuan yang ada a鏔u apab鏸a belum te讨cnuhi dapat

dite貌pk鋛sesuai kcbutuhan jabatan di貌s雧貌si masing-

masing;

3) Hasil penilaian beserta peringkatnya disanpaikan oleh tim

pen酤ai kompetensi manaje邳詭d賏sosi貌kul貌r骬kepada
P鋛seL

豄. Wawancam akhir

1) d資akukan oleh Pansel;

2) p鋛i邳a seleksi menyusun mate趌腀wawanc鋛a yang

terstandar sesuai jabatan yang dilanar;

3) wawancara bersifat klarifhasi/pendalanan terhadap

pel- yang mencarfup kompetensi teknis, manajerial dan
sosial kultural, peminatan, motivasi, pe蹍aku, karakter dan

pemah詣an te貌is te貌ait deng賏isu-isu a鏸ual dan

terkini;

4) d資am pelaksanaan wawanca轤a dapat me蝕ba趟an unsur

pengguna (user) dari jabatan yang akan diduduki atau
dapat me蹾ba鍦an nara sumber untuk membantu d貌am

mengga蝕 potensi pelamar; dan

5) n鋛asumbcr d镚a蹍腀wawanc賏a akh邳腀蹤dak腀蹍em遥韕

kewenangan d镚am membehkan penilaian¥

h. Tes kesehatan

1) tes kesehatan dapat dilakukan beke轤jasama deng詣unit

pelayanan kesehatan pemerintah; dan

2) peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan

has躲道i kesehat資¥

i. K邳te邳a dan Mode Pen酧aian

Khte趌a dan metode peni貌an didas鋛k賏腀pada ko蹍posisi

penilalan dan pembobotan hasil seleksi,yaltu :

1) penulican makalah dengan jumlah bobot 15% (lima belas

pcrsen) s資pai dengan 20% (dua puluh persen);

2) assesmen center dcngan jumlah bobot 20% (dua puluh

persen) sa蹍pai dengan 25% (dua puluh lima persen) ;

3) Wawancara dengan jumlah bobot 30% (tiga puluh persen)
sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen); dan

4) Rekam j鏵ak dengan jumlah bobot 15% (lima belas persen)

campai dengan 20% (dua puluh persen).

J.pe陑fapc钧..



j. Penetapan dan Pengumuman HasH Seleksi

1) p鋛i道a seleksi mengolah basil dad sedap tahap鋛seleksi

yang melipu諱腀adm貌is鏹asi/rekam jejak, kompetensi

manajerial, sosial kultural dan teknis serta wawancara

akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;

2) pansel mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada

pese趌a seleksi;

3) pansel meny詣paik鋛pe趌ngkat n酧ai kepada PPK;

4) peringkat nilai yang dicampaikan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian bersifat rahasia;

5) pansel menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi

pratama (setara dengan eselon韊Ia dan lib) d鋛mem袟h

sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB;

6) PyB mengusulkan 3 (dga) nana calon yang telah dipilih

Pansel kepada PPK腀(Menteh/Hmpinan Lembaga/

Gubemur/W镚i Kota/Wa鏸Kota) ;

7) pene鏔pan ca膛膛n ha轤us d酧akuk鋛konsisten dengan jabatan

yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi pansel;

8) pansel menyampaikan lapor鋛hasil seleksi bempa be邳ta

acara, keputusm Pansel, nilai pada se道ap tahapan seleksi

dan has酧assessmen kepada KASN untuk蹍endapatkan

rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan; dan

9) 3 (諊ga) c貌on P鏵abat Hmp貌an T貌ggi貒郩p蹍貌dimasu鉮貌

dalan Portal SIJAFT KASN.

k. Pengangkatan JPT pratama (Setara Esselon 11)

Persyaratan usia paling tinggi untuk diangkat dalam jabatan

pimp貌an道貌臶觴i adalah usia pada saat di鋛gkat dala蹍jabatan

pimpinan tinggi tersebut oleh PPK, kecuali bagi JFT yang
ditetapkan oleh釅esiden.

1. Pc讨a观angan Jabat鋛JPT Pratama.

1) ASN yang diangkat d镚am JP镸dapat mendudu鎵jabatan

paling lana 5 (lima) tahun;

2)腀setelah腀5 (lima) tahun se]腥ak diangkat menjadi pejabat

pimpinan遆nggi, PPK dapat mempe轤pa軔躲g nasa jabatan

y賏g bers賏gkut鋛腀dengan腀貒rleb骬腀dahulu melakuk鋛

ev賏uasi terhadap k貌e轤ja dan kompctensi yang

bers詣gkutan deng賏腀memper邳mbangkan kebutuh鋛

organisas轤;

3) ev镚uasi dHakukan oleh貌n yang dibentuk oleh PPK, dan

dilakukan腀3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya

be轤a钨蹒;

4) Pejabat Pimpinan Tinggi pratama yang diperpanjang

berdaarkan hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada

hu蹍苅腀b,腀maka PPK menetapk鋛腀Surat Keputus鋛

perpanjangan/pengan8katan kembaH dalan jabatan
tersebut;

裍ba辑跻



5)腀P鏵abat Hmp貌an T貌g青setelah mendudu鍜jabatan pal貌g

lama 5 (lima) tahun dapat pula di貒mpatkan ke Jpr y鋛g

setara a鏔u jabatan貌ngsion資yang seta轤a sesuai dengan

hasil evaluasi dan penilaian kompetensi;

6)腀Pejabat ELpinan Tinggi yang tidak diperpanjang

ditempatk鋛pada jabat鋛yang sesuai deng醈n ku貌铍kasi

dan ko蹍petensi yang bers賊gkutan;

7)腀P鏵abat Hmpin賏蝖ng青sebagaimana tersebut pada an苜ka

6) dapat mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif kembali

untuk jabat詣la貌nya;

8)腀pelakrmaan pelpanjangan JPT agar dikcordinasikan dan

d資aporka蹍kepada閥sN.

in. Pemberhentian JPT Pratana.

JFT Pratz鞖dapat diberhentikan apabila :

1)腀mengundurkan dih dahjabatan;

2)腀diberhen蹤kan sebagai PNS;

3)腀diberhentikan sementara dari PNS;

4)腀蹍e观酥a邳cu鞳d鏸uar tanggungan negam;

5) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan);

6)腀ditugaskan secara penuh di luar JP镸;

7)腀teH腦adi penataan organisasi; atau

8)腀tidak memenuhi perayaratan jabatan pinpinan tinggi.

n.貌po醥pelaks詣aan seleksi JPT prata轤na.

PPK menyampaikan laporan pelaksrmaan seleksi pengisian JPT

secara terbuka kepada鉰sN dan tembus詣nya kepada Menteh

D貌a蹍Nege趌, dan Mente邳Pend醈yagunaan Aparatu¢ Nega韊a dan

Re轤bmasi Bi鎯韊腹轤asi.

BABV轤

MON闩TORING DAN EVALUAS韊
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(1) Pengawas資腀pelaks資a詣腀seleksi terbuka JPT pra貌a di

lingkungan pemerintah Kota Sibolga dilakukan oleh KASN, yang

meliputi tahapan proses pengisian JPT mulai dari pembentukan

pani雧a seleksi instansi, pcngumuman lowonga蹍, pclaks鋛aan

seleksi, pengusulan nana calon, penetapan, dan pelantikan

Pejabat ELpinan Tinggi.

(2) Kandidat P鏵abat mp貌詣腀銲辑i辏i yang te轤醂跗鍣腀ditctapkan

dengan dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan

pemnd鋛g-undangan pal貌g l詣a腀2 (dua)鏔hun untuk
kepen貌gan ev镚uasi k貌e苠a.

(3) Rekomendasi hasil pengawasan oleh KASN wajib ditindaklanjuti
dan dilaksanakan oleh PPK dan PyB.

/4� Xý蛦F� � à



(4) Terhadap basil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN
merekomcndasikan untuk蹍e观a貌hkan s鋛ksi terhadap PPK

dan ftyB yang melanggar prinsip sistem merit sesuai Peraturan

Pemndang-undangan ¥

(5) Rekomendasi hasil pengawas詣KASN bersifat mengikat.

BABVI轤
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(1) Bagi ASN telah mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif dan
dinyatakan lulus assessment, nanun tidak dapat mengikuti tes

lanjut, maka hasil assessment tersebut dapat digunakan untuk

seleksi berikutnya paling lama 2 (dua) tahun, selain itu, Pansel

dapat mempertimban8kan ASN yang telah memenuhi syarat

Diklat Kepemimpinan dalan jabatan yang dilamar untuk tidak

mengikuti assessment.

(2) Pengisian JPT yang diamanatkan untuk berkonsultasi dengan

pimpinan selain PPK, dilakukan setelah proses seleksi dan
mendapatkan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi.

(3) Pengisian jabatan melalui mutasi/rotasi antar jabatan yang
setingkat pada instansi Pemerintah Daerah dilakukan dengan

membentuk Pansel serta melaporkan kepada KASN, dengan

貌e蹍perha譔k鋛:

a. kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan

kualifikasi dan kompetensi pcjabat;

b.鏸ne諱a鞼abat yang be轤s賊gkut詣¥
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Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan penempat-ya dalam Berita
Daerah.

Ditetapk鋛di Sibolga

pada tanggal 30 Maret 2022

wALI Ko鉰slBOLGA,

dto.

JAMA芵UDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga

pada tanggal 30 Maret 2022

sEKRB蹍R赈s DAERAH Ko蹍slBo陑A,

dto.

MHD. WSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA sIBo遅A TAHUN 2022 NOMOR 356

S道貌an sesuai dengan aslinya


